Perangkat Daerah
Tugas Pokok

Fungsi

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 PERUBAHAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

: DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN
: Membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

Urusan Pemerintahan di bidang Pertanahan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi
Pengembangan Perumahan;

Kawasan Permukiman;

Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);

Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Pengelolaan Izin Lokasi;

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;

Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;

Fasilitasi penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan;

Fasilitasi Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente;
Penetapan Tanah Ulayat;

Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/ terlantar;

Fasilitasi Pengelolaan Izin Membuka Tanah;

Penatagunaan Tanah;

Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Tanah Pemerintah;

Survei, Pengukuran dan Pemetaan;

Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanahan;

Koordinasi Pengaturan Pertanahan diwilayah Pesisir, Laut dan Pulau;

Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan;

Fasilitasi Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang
undang.
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Terwujudnya pemerataan
pembangunan dan kualitas
pertumbhan ekonomi

Meningkatnya Akuntabilitas
kinerja penyelenggaraan
pemerintahan

Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah) OPD

70|Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah Data hasil evaluasi SAKIP yang tertuang
dalam Berita Acara Penilaian Hasil
Pemerintah Evaluasi atas Akubtabilitas
Kinerja Instansi (AKIP) Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Pemrukiman Banten

Tahun 2023

Inspektorat




Meningkatnya kualitas
rumah, penataan kawasan
permukiman yang layak
dan tata kelola pertanahan

Cakupan lingkungan
permukiman yang sehat
dan aman yang didukung
dengan PSU

99,44%

= (Jumlah penyediaan PSU permukiman
pada Tahun n yang ditangani oleh
Provinsi)/(Jumlah rencana penyediaan
PSU permukiman pada Tahun n yang
ditangani oleh Provinsi) x 100

Data dikumpulkan melalui Sub kegiatan
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum di Permukiman untuk Menunjang
Fungsi Permukiman

Rekapitulasi yang dikumpulkan melalui
hasil pelaksanaan pekerjaan peningkatan
kualitas prasarana, sarana dan utilitas
umum (PSU) Permukiman yang ditangani
tahun anggaran 2024

sedangkan data rencana penyediaan PSU
permukiman yang akan ditangani oleh
provinsi dikumpulkan melalui usulan
masyarakat ke Dinas Perkim Provinsi
Banten

Dinas Perkim

Luasan permukiman
kumuh

160 Ha

=Luasan permukiman kumuh yang
tertangani

Data kinerja dikumpulkan melalui sub
kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan
Permukiman Kumuh dengan Luas 10
(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15
(Lima Belas) Ha dan sub kegiatan
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam
Kawasan Permukiman dengan Luas 10
(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15
(Lima Belas) Ha

Data rekapitulasi luasan kumuh hasil
pelaksanaan pekerjaan peningkatan
kualitas kawasan kumuh serta perbaikan
rumah tidak layak huni kewenangan
Provinsi 10 s.d dibawah 15 ha

Dinas Perkim

Presentase rumah tangga
yang menghuni rumah
layak dan terjangkau

77.00%

=(Jumlah rumah layak huni yang
ditangani oleh Provinsi)/(Jumlah rumah
tidak layak huni yang menjadi
kewenangan Provinsi) x 100

Data kinerja dikumpulkan melalui sub
kegiatan Pembangunan Rumah bagi
Korban Bencana

Data rumah tidak layak huni yang
ditangani provinsi merupakan data usulan
Kabupaten/Kota yang tertuang dalam SK
Bupati/Walikota

Dinas Perkim




Persentase pemenuhan
sub urusan pertanahan

100%

= (jumlah presentase hasil pengadaan
tanah + redistribusi tanah dan ganti rugi
tanah + penggunaan tanah di tahun N) /
(Total presentase rencana pengadaan
tanah + redistribusi tanah dan ganti rugi
tanah + penggunaan tanah di Tahun N) x
100

Data dikumpulkan melalui proses rapat
koordinasi Penetapan Lokasi pengadaan
tanah yang merupakan usulan dari
pemohon yang ditetapkan dalam
Keputusan Gubernur tentang Penetapan
Lokasi Pengadaan Tanah

Program redistribusitanah dan ganti rugi
tanah dan program penggunaan tanah
belum dapat dilaksanakan oleh Provinsi

karena masih menjadi kewenanagn Kanwil

ATR/BPN

Dinas Perkim

Serang, 2024

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Banten
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